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GUBERNURLAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: GG58  /BXMR2004
TENTANG
PELEPASAN HAK PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

ATAS TANAH BESERTA BANGUNAN YANG BERADA DNATASNYA

KEPADA Sdri. MAISAROU HN

GUBERNUR LAMPUNG,

Surat Keterangan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung tanggal 29 September
2004 MNomor © 970621 A062004 tentang Pelunasan angsuran tansh dan bangunan yang ada
dintasnya wtas nama Sehei, MAISAROH _HN Pegawai Rumah Sakit Umum Dr Abdul Moelock
Tanjung Karirg 11 Sam Ratulangi Bandar Lampung

a

=

bahwa dengan dilunasinya angsuran atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang ada
diatasnya milik Pemerintah Propinsi Lampung yang terletak di Jalan Sam Rawlangi
Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampunyg oleh Sdei, MAISARON HN pada tanggal
29 September 2004 kepada Pemerintah Propinsi Lampung, dipandang perlu diberikan
haknya kepada yang bersangkutan ;

bahwa pelepasan hak atas tanah dan rumah yang ada diatasnya tersebul bertujuan
memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hak kepada yang bersangkutan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

bahwa untuk maksud hwral o dan b revsebut di atas, dipandang perlu meneiapkan
pelepasan hak Pemcrintah Propinsi Lampung atas | (satu) bidang ranah dan remah yang
berada diatasnya kepada yang berhak belinya dan pkannya  dengan
Keputusan Gubernur Lampung,

Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 temtang Peretapan Undang-undang Daerah Nomor 19
Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawal Negeri sebagai Undang-
undang ;

Undang-undang Nomeor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Undang-undang Momor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung ;
Undang-undang Momor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah |

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 1entang Pokok-pokok Kepegawaian,

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Peleksanaan Penjualan Rumah Megeri |
Peraturan Pemerintah Nemor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara,

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang K F i dan K

Propinsi sehagai Daerah Otonom

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentung Pengelolaan dan Pertanggung jawaban
Keuangan Daerah ;

Peraturan Dacrah Propinsi Daergh Tingkat | Lampung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penjualan
Rumah Negeri Golongan 11 Milik Pemerintah Propinsi Lampung

. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kega

Sekretariat Dacrah dan Sekretariat DPRD Proginsi Lampung |
Peraturan Dweral Propinsi Lampung Momor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokek Pengefolaan
Keuangan Daerah,

churasan DPRD l’mpinsl Dati. I L..lmpum MNomor 14/PA/1994/1995 tanggal 25 Juni 1994
tentang I ohap @ Inventaris Milik Pemerintah Propinsi Dacrah
Tingkat 1 Lampung ;

Surat  Persetujuan  Prinsip  Menteri  Dalam  Negerd Nomor  $933927/PU0D  anggal
5 Desember 1994

Surat Keputusan Guberur Lampung Nomer G/060/B XIFHEK/1995 tanggal 8 Pebruari
1995 tentang Penjualan Rumah Golongan 111 Beserta Ganti Rugi Atas Tanah dan
Bangunan Milik Pemerintah Propinsi Lampung ;

Keputusan Menteri Dalam Negen Nomaor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Dacrah,




MEMUTUSKAN :

Menetapkan 5

PERTAMA ¢ Melepaskan hak atas 1 (satu) bidang tanah dan rumah yang berada diatasnya Milik Pemerintah
Propinsi Lampung yang terletak di Jalan Sam Ratwlangi Kecamatan Tanjung Karang Pusal Bandar
Lampung kepadz Sdri. MAISAROH HN,

KEDUA * Hak sebagaimana dimaksud pada dikium Pertama diberikan kepada 5,
pembayaran ganti rugi kepada Pemerintah Propinsi Lampung schesar &r 5,922,500, (hm:.r jmu
sembilan ratus dua pulsh dua ribw lima ratus rapiah,-).

KETIGA £ berian Hak i {imak dikium Pertama diberikan karena yang bersangkutan telah
memhaynr lunns ganti rugi atus tanah dan rumah yang ada diatesnya kepada Pemerintah Propinsi
Lampung

KEEMPAT o Pembeli harus juk h kepada Pejabat yang berwenang untuk
mendapatkan hak atas tanah dimaksud me!nluu Kantor Badan Pertannhan Nasional setempal dan segala
biaya dibebankan / menjadi tanggung jawab yang bersanghutan.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejuk tanggal d kan dengan apabika dik fian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sehagaimana mustinya,

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 21 - 10 - 2004
GUBERNUR LAMPUNG
dto
SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarea ;

2. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung ;

3, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung di Telukbetung ;

4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung di Telukbetung

3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung ;

6, Kepala Biro Hukum Sekretariat Dacrah Propinsi Lampung di Telukbetung ;

7. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung ;

8. Yang bersangkutan ;

9. Himpunan Keputusan,



